
ten tang 
Republik 

Lembaran 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

$. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

4. 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten 
Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten 
Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4268); 

Mengingat 

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 
Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 
2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati ten tang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia; 

Menimbang 

BUPATI BELITUNG TIMUR, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BELITUNG TIMUR 
PROVINS! KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR 
NOMOR 21 TAHUN 2024 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 

( SALINAN ] 



11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5155); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 



21. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 35 Tahun 2023 
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah 
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 36); 

20. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 25 Tahun 2023 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Belitung 
Timur Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 
(Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 
Nomor 25); 

1 7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 
Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 
2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Belitung Timur Nomor 132); 

18. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 86 Tahun 2022 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten 
Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 87); 

19. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2023 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur 
Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 
(Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 
Nomor 16); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 14 
Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 14, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur 
Nomor 127); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 
Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 11, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur 
Nomor 113); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabuapaten Belitung Timur Tahun 2022 
Nomor 3); 



sisa lebih pembiayaan anggaran tahun Rp137.250.986.724,87 
berkenaan. 

Rp153.680. 929.458,00 
Rp 0,00 
Rp 153.680. 929. 458,00 

c. pembiayaan: 
1. penerimaan 
2. Pengeluaran 
jumlah pembiayaan netto 

4. belanja transfer: 
a) belanja bagi hasil Rp 5.511.251.457,44 

b) belanja bantuan RplOl.318.340.303,00 
keuangan 

surplus/ deficit (Rp16.429. 942. 733, 13) 

2. belanja modal: 
a) belanja modal tanah Rp 0,00 
b) belanja modal peralatan Rp33.092.550.506,00 

dan mesin 
c) belanja modal gedung Rp35.617.596.997,30 

dan bangunan 
d) belanja modal jalan, Rp70.488.019.993,00 

irigasi dan jaringan 
e) belanja modal a set Rp 1.754.080.380,00 

lainnya 
jumlah belanja modal Rpl40.952.247.876,30 

3. belanja tak terduga Rp 627.079.203,00 

Rp348.510.979.782,00 
Rp308.500.423.497 ,20 
Rp 23.980.505.000,00 
Rp 375.000.000,00 
Rp681.366.908.279,20 

b. belanja: 
1. belanja operasi: 

a) belanja pegawai 
b) belanja barang dan jasa 
c) belanja hibah 
d) belanja bantuan sosial 
jumlah belanja operasi 

Rp 107.408.045.044,81 
Rp797 .524. 959. 927 ,00 
Rp 8.412.879.414,00 
Rp9 l 3.345.884 .385,81 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 terdiri dari: 
a. pendapatan: 

1. pendapatan asli daerah 
2. pendapatan transfer 
3. lain-lain pendapatan yang sah 
Jumlah pendapatan 

Pasal 1 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2023. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan 



d ngantaslinya 
HUKUM, 

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 21 

Diundangkan di Manggar 
pada tanggal 30 Agustus 2024 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BELITUNG TIMUR, 

ttd 
MATHUR NOVIANSYAH 

Ditetapkan di Manggar 
pada tanggal 29 Agustus 2024 

BUPATI BELITUNG TIMUR, 
ttd 

BURHANUDIN 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur. 

Pasal 5 

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam 
Lampiran 1.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 4 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah se bagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dirinci le bih 
lanjut dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran. 

Pasal 3 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 2 


